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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan yang pesat di sektor bisnis, terutama pada 

Perseroan Terbatas, menjadikan jenis organisasi usaha ini sangat diminati 

oleh para pengusaha. Di tengah perkembangan dunia usaha yang cepat, 

Perseroan Terbatas menjadi pilihan utama karena selain memberikan 

perlindungan dengan tanggung jawab terbatas, perseroan terbatas juga 

memfasilitasi pengalihan kepemilikan yang mudah dengan cara mengizinkan 

pemilik untuk menjual seluruh sahamnya kepada pembeli manapun.
1
 

 Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha bisnis yang menjadi 

salah satu penopang utama pembangunan perekonomian nasional. Agar dapat 

lebih mengedepankan cita-cita keadilan dan mendorong perkembangan 

nasional yang terstruktur sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas dasar 

kekeluargaan, maka perseroan harus mendapat landasan hukum yang kuat.
2
 

 Peraturan tentang Perseroan Terbatas diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjamin 

kelancaran operasional perusahaan tersebut. Sebelumnya, ketentuan 

mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 35 hingga 56 KUHD 

(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Undang-Undang Nomor 1 

                                                           
 

1
 Erna Widjajati, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit,” 

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 3, no. 19 (2017), hlm 19, 

https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art2. 

 2
 I Putu Wisnu Dharma Pura and I Nyoman Budiana, “Kebebasan Penetapan Modal 

Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2016,” Jurnal Analisis Hukum 1, no. 1 (2018), hlm 35, https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.238. 
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Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Disebabkan peraturan-peraturan ini 

tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia, maka digantikan 

oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  

 Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan 

hukum yang terbentuk dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

ditetapkan oleh undang-undang ini serta sesuai dengan ketentuannya.
3
 

Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum yang memiliki status sebagai 

entitas hukum. Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas memiliki hak dan 

kewajiban. Sebagai bentuk persekutuan, Perseroan Terbatas mengelola usaha 

dengan modal yang berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh para 

pemegang sahamnya.4 

 Saat menjalankan aktivitasnya, Perseroan Terbatas bertujuan untuk 

meraih keuntungan atau laba dengan menggunakan pembukuan yang akurat. 

Dalam hal ini, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan 

perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, baik Direksi 

maupun Komisaris perlu memiliki keterampilan manajemen yang baik agar 

                                                           
 3

 Harahap Yahya, "Hukum Perseroan Terbatas", 8th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 

hlm 

33,https://books.google.co.id/books?id=OPQrEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=8i5dJpNX2w&lr&hl=

idpg=PA1#v=onepage&q&f=false. 

 4
 Adrian Sutedi, "Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas", ed. Andriansyah, 1st ed. 

(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm 6, 

https://books.google.co.id/books?id=oOthCAAAQBAJ&lpg=PA149&ots=78vP4a_QT6&lr&hl=id

&pg=PA149#v=onepage&q&f=false. 
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mampu menangani krisis ekonomi yang berpotensi mengarah pada kepailitan 

perusahaan. 

 Perseroan Terbatas memiliki struktur yang disebut organ 

perseroan, yang berfungsi untuk menggerakkan perusahaan agar dapat 

mencapai tujuannya. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah forum tertinggi 

untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan, di mana pemegang saham 

memiliki hak suara dalam berbagai hal, termasuk pemilihan Direksi dan 

Dewan Komisaris, serta keputusan-keputusan penting lainnya. RUPS 

memiliki wewenang yang tidak bisa dialihkan kepada Direksi atau Dewan 

Komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan anggaran 

dasar perseroan.
5
 

 Struktur organisasi Perseroan Terbatas, yang terdiri dari Direksi 

dan Dewan Komisaris, memiliki tanggung jawab masing-masing. Direksi 

berperan penting dalam menjalankan perusahaan dengan merumuskan strategi 

bisnis untuk mencapai keuntungan finansial. Selain itu, Direksi bertugas 

untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan perusahaan, serta 

melindungi dan mengamankan aset perusahaan untuk mencegah kerugian. 

Sementara itu, Dewan Komisaris berfungsi sebagai organ perseroan yang 

                                                           
 

5
 Muhammad Ridduwan, “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan 

Perseroan Terbatas” Jurnal Unpal  21, no. 5 (2023), hlm 313, 

https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/861/810. 



4 
 

 
 

memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perusahaan.
6
 

 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas secara tegas mengatur tanggung jawab Direksi. Para Direksi tidak 

hanya bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan atau tindakan yang 

mereka ambil selama menjabat, tetapi juga atas tindakan pribadi mereka 

sendiri. Dalam beberapa situasi, mereka bahkan dapat diminta 

pertanggungjawaban tidak hanya untuk tindakan mereka sendiri, tetapi juga 

untuk tindakan yang diambil oleh direksi lainnya. Selain itu, Direksi juga 

dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang bukan 

anggota Direksi, jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan atas 

nama perusahaan. Aturan serupa juga berlaku untuk Dewan Komisaris, di 

mana setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang 

dialami oleh perusahaan.  

 Jika dalam menjalankan tugasnya, Direksi menyalahgunakan 

wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan 

kerugian finansial yang berujung pada Kepailitan Perseroan, mereka dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, dan harta kekayaan pribadi 

mereka dapat digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang-utang 

perseroan yang sedang mengalami kepailitan. Selain itu, Dewan Komisaris 

juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang 

                                                           
 

6
 Fenny Kusumaningtyas, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan 

Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas” “Dharmasisya" Jurnal Program 

Magister Hukum FHUI 2, December (2022), hlm 354, 

https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=dharmasisya. 
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dialami oleh Perseroan Terbatas jika terbukti lalai dan bersalah dalam 

melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen yang dijalankan oleh 

Direksi, sehingga mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas.
7
 

 Kepailitan merupakan kondisi dimana debitur tidak sanggup 

memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor. Ketidakmampuan 

ini umumnya terjadi akibat adanya permasalahan finansial dalam bisnis 

debitur yang sedang mengalami penurunan.
8
  

 Pengertian pailit menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang  menyatakan: "kepailitan merupakan penyitaan umum terhadap seluruh 

kekayaan debitur pailit yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah 

pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang ini.”
9
 

 Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direksi diberi kewenangan 

penuh sebagai perwakilan Perusahaan dalam melakukan tugasnya. Namun 

harus tetap berpegang pada ketentuan yang tercantum dalam anggaran 

Perseroan. Tanggung Jawab Direksi dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu 

aspek tanggung jawab internal yang mencakup pemenuhan kewajiban Direksi 

terhadap perseroan serta para pemilik saham, dan aspek kedua yaitu tanggung 

                                                           
 7

 Ni Komang Nea Adiningsih and Marwanto, “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas 

(Pt) Dalam Hal Kepailitan,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 6 (2019), hlm 11, 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52497. 

 
8
 Susanti Adi Nugroho, "Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta 

Penerapan Hukumnya", 1st ed. (Jakarta: Prena Media Group, 2018), hlm 32, 

https://books.google.co.id/books?id=As11DwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=GYh0f0VOrQ&lr&hl=id

&pg=PR5#v=onepage&q&f=false.  

 
9
 Nugroho, hlm 32. 
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jawab eksternal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban direksi kepada 

berbagai para pihak diluar perusahaan yang terikat hukum dengan perseroan 

baik langsung ataupun tidak langsung.
10

 

 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan 

Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Namun, undang-undang ini juga memberikan 

pengecualian. Dalam situasi tertentu, jika Direksi dan Dewan Komisaris dapat 

membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan tugas pengurusan dan 

pengawasan dengan cermat, niat baik, dan sesuai dengan tujuan perusahaan, 

tanpa ada kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, serta 

telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan memberikan nasihat untuk 

mencegah kepailitan, mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban atas 

kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dengan demikian, terdapat ketentuan 

yang memberi kesempatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk 

membela diri jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah bertindak 

dengan benar.
11

 

 Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa, terdapat kasus yang 

memperlihatkan adanya kelalaian dalam wewenang yang dilakukan oleh 

Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satunya terdapat pada kasus PT BANK 

SYARIAH INDONESIA, yang berperkara dengan PT OILRIG PRATAMA 

sebagai termohon I, dan PT GREEN GAS ENERGY sebagai termohon II. 

                                                           
 10

 Muhammad, “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Perseroan 

Terbatas”, hlm 314. 

 
11

  Adiningsih and Marwanto, “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (Pt) Dalam Hal 

Kepailitan”, hlm 11. 
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Berdasarkan kasus ini termohon I dan termohon II telah sepakat melakukan 

perjanjian perdamaian dengan pemohon yaitu PT BANK SYARIAH 

INDONESIA, namun pada penerapannya termohon I dan II tidak memenuhi 

kewajiban dari isi perjanjian perdamaian sehingga pihak yang dirugikan 

mengajukan pembatalan perdamaiaan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka layak 

kiranya penulis memberi suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan 

skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG 

JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP 

PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)”  

 

B. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka 

dapat diuraikan hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. ? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris 

perusahaan Perseroan Terbatas mengalami pailit menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 ? 
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C. Ruang Lingkup 

 Selaras dengan objek yang diteliti yang akan dibahas, ruang 

lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian tentang pengertian kepailitan, 

Direksi, Dewan Komisaris, dan Perseroan Terbatas. Kegiatan yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam Perseroan Terbatas mencakup tanggung jawab 

Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan 

perusahaan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. 

 

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dan manfaat pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-

Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.; dan 

b. Untuk menganalisis tanggung jawab direksi dan Dewan komisaris 

terhadap Perseroan Terbatas yang mengalami pailit. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Guna menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum terkhusus 

Hukum Kepailitan, menambah literatur akademik terkait hukum 
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kepailitan, dan mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi dan 

komisaris terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Kreditor, yaitu memberi manfaat sebagai gambaran tentang 

hak kreditor untuk membatalkan perdamaian dengan debitor; 

2) Bagi Debitor, penelitian ini memberi manfaat sebagai 

pemahaman tentang kewajiban pembayaran utang kepada 

kreditor; 

3) Bagi Pengacara, memberi wawasan tentang aspek hukum yang 

harus diperhatikan dalam menangani kasus kepailitan, khususnya 

mengenai (Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris 

Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit); 

4) Bagi Kurator, penelitian ini membantu kurator sebagai wawasan 

dalam memahami kasus pembatalan perdamaian; 

5) Bagi Hakim, memberi manfaat sebagai panduan bagi hakim 

dalam memutus perkara kepailitan, khususnya (Tanggung Jawab 

Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas 

Yang Mengalami Pailit); dan 

6) Bagi masyarakat, memberi manfaat guna meningkatkan 

pemahaman umum tentang (Tanggung Jawab  Direksi dan 

Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalami 

Pailit). Dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem peradilan dan menciptakan kesadaran tentang kewajiban 
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debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor. 

 

E. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep atau topik-topik penelitian yang akan 

dianalisis. Meskipun konsep merupakan inti dari suatu teori, konsep tersebut 

memerlukan definisi operasional agar dapat dipahami dengan lebih jelas. 

Definisi operasional ini bertujuan untuk memperjelas fokus pengumpulan 

data dengan mengurangi ambiguitas mengenai makna yang terkait dengan 

variabel yang diteliti. 

 Untuk memperjelas uraian, bahasan, serta kandungan judul ini 

terhadap ruang lingkup penelitian. Maka dibutuhkan penjelasan dan 

pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu : 

1. Perseroan Terbatas adalah jenis entitas usaha yang memiliki status 

sebagai badan hukum, didirikan oleh sejumlah orang dengan modal yang 

dibagi dalam bentuk saham. Setiap pemegang saham dapat memiliki satu 

atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas hanya sebesar jumlah 

saham yang dimiliki..
12

 

2. Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh 

dalam pengelolaan dan operasional Perseroan Terbatas serta mewakili 

perusahaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Direksi 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan dalam menjalankan 

                                                           
 

12
 Dharma Pura and Budiana, “Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas 

Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016”, hlm 35. 
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usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan melakukannya 

dengan niat baik.
13

 

3. Dewan Komisaris adalah salah satu organ dalam Perseroan Terbatas 

yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi aktivitas Direksi 

dan memberi saran kepada Direksi, baik atas permintaan maupun secara 

sukarela.
14

 

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dalam 

perusahaan yang memiliki wewenang berbeda dari dua organ lainnya. 

RUPS memiliki kekuasaan untuk memilih dan memberhentikan anggota 

dewan komisaris serta direksi, serta memberikan persetujuan terhadap 

keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Direksi berkaitan 

dengan operasi perusahaan. RUPS juga berwenang menyetujui anggaran 

tahunan serta rencana kerja perusahaan.
15

 

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan 

diartikan sebagai pengambilan alih secara umum atas seluruh aset 

Debitor Pailit, pengelolaan dan penyelesaian dilakukan oleh kurator di 

bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai ketentuan yang tercantum 

dalam undang-undang tersebut (pasal 1 ayat (1)).
16

 

 

                                                           
 

13
 Hasbullah F Sjawie, "Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi", 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 6 

https://books.google.co.id/books?id=UOW9DwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=CZK-

sLjsPz&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false. 

 
14

  Sjawie, hlm 6. 

 
15

  Sjawie, hlm 6. 

 
16

 Hartini Rahayu, "Hukum Kepailitan", 5th ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, (2020), hlm 4 

https://books.google.co.id/books?id=xeZwEAAAQBAJ&lpg=PA3&ots=gknKuZLh6o&lr&hl=id

&pg=PA3#v=onepage&q&f=false. 
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F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 Setelah menelaah berbagai studi sebelumnya, penulis menemukan 

sejumlah penelitian yang memiliki kaitan dengan studi ini. Penelitian ini 

tetap memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan studi-studi 

yang terdahulu. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang 

relevan: 

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Gilbert Bram 

Tampubolon tahun 2022 “Tanggung jawab Direksi dan Dewan 

Komisaris Atas Kerugian Perseoan Terbatas Akibat Perbuatan Melawan 

Hukum (Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)”. Penelitian ini 

Menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data 

kepustakaan yang rumusan masalahnya berfokus pada Tanggung jawab 

Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseoan Terbatas akibat 

perbuatan melawan hukum dan alasan hukum mengenai hak menggugat 

direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan. 

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Erna Widjajati tahun 

2017 “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan 

Pailit”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang 

menggunakan data kepustakaan, rumusan masalahnya hanya tertuju pada 

tanggung jawab direksi apabila Perseroan Terbatas mengalami pailit dan 

kedudukan perseroan dan organya yang dinyatakan pailit. 

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Risaldi Ali Syafei 

tahun 2020 “Tanggung jawab Direksi dan Komisaris Apabila Perseroan 
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Terbatas Mengalami Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana 

menggunakan teknik pengumpulan data skunder, rumusan masalahnya 

hanya tertuju pada tanggung jawab direksi dan komisaris terhadap 

Perseroan Terbatas dan akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas 

terhadap direksi dan komisaris, hasil penelitiannya hanya didapatkan 

dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

  Dari ketiga ulasan jurnal sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan memiliki aspek kebaruan. Penelitian ini 

mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum 

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat, serta bagaimana tanggung jawab Direksi dan Dewan 

Komisaris dalam konteks Perseroan Terbatas yang mengalami pailit. 

Penelitian ini juga mengkaji penerapan kasus nyata dalam situasi pailit. 

Penelitian ini juga mendalami mengenai tanggung jawab Direksi dan Dewan 

Komisaris dalam keadaan pailit, sekaligus menggali informasi hukum dari 

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memiliki dampak pada praktik 

hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas yang 

menghadapi pailit. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif 

(Normative Legal Reseach), yang menggunakan data sekunder. Sesuai 

dengan judulnya, penelitian ini menggunakan kajian analitis yang 

komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Dengan memanfaatkan bahan hukum tersebut, bertujuan untuk 

menganalisis secara rinci aturan hukum yang mengatur tanggung jawab 

direksi dan komisaris dalam Perseroan Terbatas yang menghadapi pailit. 

Analisis ini akan didasarkan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN 

Niaga.Jkt.Pst., dan hasilnya akan disajikan secara lengkap, terperinci, 

jelas, dan sistematis sebagai bagian dari karya ilmiah.
17

 

2. Sumber Data 

Sumber data Sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu 

bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat. 

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan 

yaitu:  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas; 
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3)  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; dan 

5)  Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-

Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. 

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan 

tentang bahan hukum primer, termasuk literatur, laporan penelitian, 

dan karya ilmiah. 

3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberi petunjuk 

atau pengertian tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
18

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakan 

(Literature Reseach). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri 

sumber referensi berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-

dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan masalah penelitian 

ini.
19

 

4. Teknik Analisis Data 

Proses teknik analisis atau pengolahan data dilakukan dengan cara 

menganalisis dan mengelola informasi yang telah dikumpulkan secara 

tekstual, yang kemudian disusun secara kualitatif untuk menarik 
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kesimpulan.
20

 

 

H. Sistematika Penulisan 

 Rancangan penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan 

dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

 Menjelaskan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan 

tujuan penelitian, definisi kerangka konseptual, tinjauan jurnal 

terdahulu yang relevan, metodologi yang digunakan, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II  Tinjauan Pustaka 

 Menyajikan kajian tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab 

Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Perseroan Terbatas, 

kepailitan Perseroan Terbatas, perdamaian dalam kepailitan, 

dengan fokus pada penjelasan umum mengenai hal tersebut.  

BAB III Pembahasan 

  Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus 

menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat. 

BAB IV Penutup 

 Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

telah dijelaskan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 
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